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ABSTRAK 

Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  

Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Indragiri Hilir 

Oleh 

Desi Ofriani 

02070626987 

 

Penilitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan 

Mei 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Badan 

Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir 

dan untuk mengetahui  Kendala Yang Terdapat dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai referensi untuk 

penelitian berikutnya. Untuk mengetahui upaya peningkatan penerimaan Pajak 

Bumi dan Banguan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

adalah pemerintah Indragiri Hilir memiliki upaya untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah yakni dengan berkerja sama dengan pihak Kolektor Desa, melakukan 

sosialisasi langsung dan penyuluhan kepada wajib pajak, melakukan program 

pemeriksaan data rutin sebagai kontribusi solusi peningkatan pendapatan asli 

daerah, melakukan pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak, melakukan 

penagihan atau penyampaian langsung kelapangan terhadap wajib pajak.  

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya 

peningkatan, Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban 

setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu 

perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai 

peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. 

 Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk 

membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A 

UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selain itu di Indonesia pajak 

memiliki posisi yang paling penting, selain untuk membiayai kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara 

Indonesia. 

 Pajak  sumber penerimaan terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan. Pajak berperan penting sebagai sumber 

pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah. 

Penerimaan negara terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari 

itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.  



2 
 

 
 

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua diantaranya pajak provinsi dan 

pajak daerah. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah Departemen Keuangan. 

Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang pungutannya dilakukan oleh 

pemerintah daerah.  

Oleh karena itu pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah 

daerah diberikan kekeuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-

masing. Hal ini pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara 

berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu pajak yang sumber 

pendapatannya cukup besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkantoran (PBB-P2). Menurut Siahaan (2016:553) menyatakan  pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.  

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak 

kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 yang mengatur pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Sebelumnya 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada dasarnya merupakan 

suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat 
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Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, di mana hasilnya sebagian besar 

diserahkan kepada daerah. 

Pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak 

mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini 

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota 

untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 

Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka 

pemerintah kabupaten/kota harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah 

tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang akan menjadi 

landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah 

kabupaten,kota yang bersangkutan. 

Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) sebagai objek penelitian ini mempunyai 

motto, Berlayar sampai ke Pulau, Berjalan sampai ke Batas. Kabupaten yang 

dijuluki sebagai negeri 1000 parit (sekarang 1000 jembatan) ini terdiri dari 20 

kecamatan, 197 desa dan 39 kelurahan dengan luas daerah 12.614.78 km². Dengan 

potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang strategis, 

Indragiri Hilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu 

pusat pertumbuhan ekonomi riau dan pusat kebudayaan Melayu di Asia tenggara. 

Sebagai kabupaten yang tumbuh dan berkembang pada gerbang selatan provinsi 

Riau yang bersebelahan dengan negara jiran Malaysia dan Singapura serta dekat 

dari pusat pertumbuhan Batam dan Bintan untuk masuknya investor ke negeri ini. 

Potensi sumber daya alam Indragiri Hilir memprioritaskan pembangunan 
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infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor local, regional bahkan 

internasional. 

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan 

berbagai potensi ekonomi Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan pada 

masa depan. Daerah ini merupakan lahan investasi, pemerintah daerah telah 

membangun berbagai infastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor 

pertanian dan sektor pembangunan. 

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Indragiri Hilir mempunyai peran penting dan menjadi faktor utama sebagai 

pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal pendapatan dari 

sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Kurangnya kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak  yang menjadi permasalahan terhadap 

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

Berdasarkan yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya jumlah data target dan realisasi pada tahun 

2020-2022 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan Kabupatan Indragiri Hilir 

Tahun Target Realisasi 
Persentase 

 % 

2020 Rp. 12.000.000.000    Rp.  4.036.384.796 33,64 

2021 Rp. 12.000.000.000  Rp.  4.900.580.933  40,84 

2022 Rp. 12.000.000.000    Rp.  5.264.359.819 43,87 

 sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2023 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 di tetapkan adalah sebesar 

Rp.12.000.000.000 kenyataan terealisasi sebesar Rp.4.036.384.796 dengan 

persentase 33,64% yang belum mencapai target. Namun pada tahun berikutnya 

tahun 2021 target sebesar Rp.12.000.0000 kemudian terealisasinya belum 

mencapai target sebesar Rp.4.900.580.933 dengan persentase 40,84% dan pada 

tahun 2022 penerimaan terjadi peningkatan yang realisasinya sebesar 

Rp.5.264.359.819 dan memiliki target sebesar Rp.12.000.000.000 dengan 

persentase 43,87%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan  terjadi peningkatan untuk tahun 2020-2022 

sudah efektif. Namun, pada tahun 2020-2022 terealisasinya belum mencapai 

target sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 

Berdasarkan yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya  untuk penetapan ketetapan SPPT PBB-P2 

tahun 2020-2022 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah Target dan Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak  

Terutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun Target SPPT PBB-P2 Realisasi SPPT PBB-P2 

2020  327.286 . 44.405  

2021  137.312  48.754  

2022  142.210  52.444  

      sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir2023 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak bisa 

saja memiliki SPPT PBB-P2 lebih dari satu dan bahkan bisa ada yang sampai 

sepuluh ataupun lebih SPPT PBB-P2, jumlah target yang disampaikan SPPT 

PBB-P2 di Kantor Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 jumlah yang 

ditargetkan sebanyak 327.286 SPPT dengan terealisasi hanya sebesar 44.405 

SPPT. Selanjutnya pada tahun 2021 targetnya sebesar 137.312 dengan terealisasi 

hanya 48.754 SPPT. Sedangkan pada tahun 2022 target 142.210 SPPT dan jumlah 

yang disampaikan sebanyak 52.444 SPPT. Dari tabel diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah realisasi setiap tahunnya meningkat. Namun, pada 

tahun 2020-2022 terealisasinya belum mencapai target. Sehingga membutuhkan 

upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan  di atas, pemungutan yang 

dilakukan saat ini belum sepenuhnya optimal, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dari itu 

penulis mengambil dan mengkaji tugas akhir dengan judul „‟Upaya Bapenda 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan permasalahan, yaitu: 
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1. Bagaimana Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? 

2. Apa Saja kendala yang terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan yang penulis lakukan di Kantor Badan 

Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam meningkatakan 

Pendapatan Asli Daerah  melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan 

pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan juga pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti tentang Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Melalui Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga untuk menerapkan 

teori-teori yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan, dan terkhusus bagi Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 04, Tembilahan 

Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan 

bulan Mei 2023. 

1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan 

Daerah khusus pada Bidang Pajak 1 (Pajak Bumi dan Bangunan). 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

subjek penelitian, data yang di peroleh dalam bentuk laporan, catatan, 

dokumen melalui kantor Badan Pendapatan Daerah dan berbagai 
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sumber yaitu buku, literarur, jurnal, peraturan perundang-undangan 

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah penulis turun langsung kelokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti. 

b. Wawancara  

Pengambilan data secara lisan dengan sumber datanya yang 

dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau lewat telepon.yang 

dimana jawaban responden direkan dan dirangkum sendiri oleh 

peneliti. 

c. Dokumen  

Pengambilan data melalui  dokumen dilakukan secara tertulis 

maupun tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen 

diperoleh untuk mendukung kelengkapan data yang lain. 

1.5.5 Analisis Data 

 Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat 

kualitatif, karena penelitian ini bertujan untuk mengungkapkan suatu fakta 

maupun peristiwa dan memberikan gambaran secara jelas dan data yang 

dinyatakan tidak dalam bentuk statistik. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 4 

(empat) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum yang 

menjelaskan terkait tentang sejarah singkat instansi, visi 

dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi 

instansi. 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan praktek sesuai 

dengan topik pembahasan yang diteliti. 

BAB IV PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis 

sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir  

 Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 

tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah 

dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat  I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah 

Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka 

diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah 

mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah 

yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada 

masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian 

Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap 

dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.  

 Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka 

Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun 

kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 

1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah 

Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah 

pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas 
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Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman 

Fa’ad. 

 Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 

Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu  

di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil 

Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi 

Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan 

pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI 

ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya BAPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan 

Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten 

Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre 

tersebut. 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir 

2.2.1 Visi 

  Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang 

seharusnya di capai oleh organisasi. Visi Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri 

Hilir yang merupakan salah satu bagian internal dari visi Kabupaten Indragiri 

Hilir keseluruhan, yaitu “Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

yang Optimal”. 
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2.2.2 Misi 

a. Meningkatkan kinerja Aparatur Badan Pendapatan melalui Pendidikan 

dan Pelatihan. 

b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian 

potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya yang 

dimiliki. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Badan 

Pendapatan Kabupaten Inhil. 

e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan 

wajib retribusi daerah secara professional. 

f. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

g. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap Aparatur 

maupun wajib pajak. 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari: 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 

a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

c. Kasubbag Keuangan dan perlengkapan  
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3. Kabid Pajak Daerah 1 

a. Kasubbid Pendapatan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame 

b. Kasubbid Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, 

Reklame dan Air Tanah 

c. Kasubbid Penetapan dan Penyampaian PBB-P2, Reklame dan Air 

Tanah 

4. Kabid Pajak Daerah 2 

a. Kasubbid Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB 

b. Kasubbid Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

dan PPJ 

c. Kasubbid Pemungutan Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung 

Walet 

5. Kabid Pengendalian Pajak Daerah  

a. Kasubbid Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah 

b. Kasubbid Penagihan, Penindakan dan Penyitaan Pajak Daeah 

c. Kasubbid Keberatan Pajak Daerah 

6. Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama dan 

Pembukuan Pendapatan Daerah 

a. Kasubbid Hukum  dan Kerja Sama 

b. Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 

c. Kasubbid Pembukuan Pendapatan Daerah. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 2.1 Struktur OrganisasiKantor Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir  
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2.4 Tugas Pokok dan Fungsi 

2.4.1 Tugas Pokok 

 Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 

menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan 

pemerintah di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/ 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah. 

2.4.2 Fungsi 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak 

Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, 

dan Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan 

Pembukuan Pendapatan Daerah. 

b. Melaksanakan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, 

Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, dan 

Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan 

Pembukuan Pendapatan Daerah. 

c. Pelkasanaan evaluais dan pelaporan Kesektariatan, Bidang Pajak 

Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, 

dan Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan 

Pembukuan Pendapatan Daerah. 

d. Pelaksanaan administrasi pada kesektariatan, Bidang Pajak Daerah I, 

Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak daerah, dan 
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Bidang perencanaan pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan 

Pembukuan Pendapatan Daerah. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelunya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah Indragiri Hilir memiliki upaya untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yakni dengan berkerja sama dengan 

pihak Kolektor Desa. 

b. Melakukan sosialisasi langsung dan penyuluhan kepada 

masyarakat atau wajib pajak perkecamatan tentang pentingnya 

memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membantu 

membangunan pembangunan daerah. 

c. Melakukan program pemeriksaan data rutin sebagai kontribusi 

solusi peningkatan pendapatan asli daerah. 

d. Melakukan penagihan atau penyampaian langsung kelapangan 

terhadap wajib pajak. 

2. Kendala Yang Terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir: 
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a. Koletor desa masih banyak yang tidak mengerti dengan tugasnya 

sendiri. 

b. Masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan dikarenakan masyarakat tidak percaya  

membayar pajak melalui kolektor desa. 

c. Masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak mengenai pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang  merupakan 

suatu permasalahan yang dihadapi. Karena, masih banyak 

masyarakat tidak mendaftarkan tanah atau bangunannya. 

d. minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu 

sendiri. 

4.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, penulis ingin memberi beberapa saran yang bisa 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya 

meningkat penerimaan Pajk Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

diantaranya adalah: 

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih 

gencar dalam melakukan sosialiasi rutin kepada Kolektor Desa agar 

mereka mengetahui tugas atau fungsinya. Agar kolektor desa yang di 

tunjuk serius dalam melakukan tugasnya. Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir harusnya memberi syarat/kriteria dalam 

menunjuk kolektor desa. 
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2. Meningkatkan kinerja para pegawai di kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat melayani masyarakat 

atau wajib pajak dengan baik. 

3. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dapat meningkat dan mencapai target realisasi setiap tahun, harus ada 

dukungan dari masyarakat, pengusaha maupun Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri.  
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Pedoman Wawancara  

1. Berapa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir pada tahun 2020-2022? 

2. Berapa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

terhadap Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 

3. Berapa target dan realisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  (SPPT) 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Indragiri 

Hilir pada tahun 2020-2022? 

4. Apa Dasar Hukum dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri 

Hilir? 

5. Berapakah tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 

6. Bagaimana Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan 

Pendaptan Asli Daerah melalui sektor  Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan? 

7. Apa saja kendala yang terdapat dalam meningkatkan Pendaptan Asli 

Daerah melalui sektor  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir? 
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